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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 Tentang 

Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negeri Republik 

Indonesia yang diharapkan untuk memenuhi ketersediaan daging, 

mempercepat peningkatan populasi serta optimalisasi pelayanan pemberian 

rekomendasi pemasukan ternak ruminansia besar, sehingga target 

swasembada nasional dapat tercapai. Program Swasembada Daging Sapi 

(PSDS) sendiri merupakan salah satu bagian dari program pemerintah 

dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan nasional yang bermuara 

dalam pemenuhan tingkat konsumsi daging sapi nasional, pada 

kenyataannya sulit dilaksanakan oleh pelaku usaha yang berkaitan. Hal ini 

dikarenakan kebijakan yang tertera pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) 

mengenai wajib impor sapi indukan dengan rasio 5% atau 1:20 dari total 

kuota impor sapi bakalan dinilai terlalu memberatkan pelaku usaha yang 

melakukan impor sapi bakalan dalam pelaksanaan secara finansial maupun 

teknis. 

2. Dalam pelaksanaan kebijakan rasio 5% ditemukan bahwa tidak hanya 

terjadi praktik-praktik yang bertentangan dengan kebijakan lain yang terkait 

seperti pemotongan sapi betina produktif yang meningkat, namun kebijakan 

ini tidak mencapai tujuannya dibentuk, yaitu mengurangi ketergantungan 

pada impor serta meningkatkan produksi daging sapi dan populasi sapi 

lokal. 

 

5.2. Saran 

 

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saran dari penulis adalah supaya 

kebijakan pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kementerian 
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Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 dihapuskan, karena dinilai tidak 

mendukung usaha bisnis sapi bakalan serta tidak realistis untuk 

dilaksanakan mengingat keadaan pada masyarakat dan kemampuan pelaku 

usaha yang melakukan impor sapi bakalan sebagai subjek hukum yang 

diatur pada kebijakan tersebut. 

2. Saran yang kedua dari penulis adalah supaya dapat memenuhi target 

swasembada daging sapi nasional, pemerintah seharusnya tidak mengarah 

kepada pelaku usaha sapi bakalan, melainkan lebih fokus terhadap 

peningkatan daya tarik usaha pembibitan sapi indukan kepada para 

pengusaha, seperti mengatur kebijakan lebih lanjut mengenai kerjasama 

antara perusahaan pembibitan dengan peternak lokal, bantuan di bidang 

keuangan, atau dalam peminjaman modal sehingga kredit dari bank dapat 

dipermudah, pengurangan pajak terhadap pelaku usaha khusus dibidang 

pembibitan, dan lainnya. 

3. Saran ketiga dari penulis adalah, seharusnya beban pembibitan sapi tidak 

dititikberatkan seluruhnya kepada pelaku usaha yang melakukan impor sapi 

bakalan, melainkan tetap berpusat pada pemerintah, sesuai Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (2). Sehingga pemerintah seharusnya 

menyediakan kelembagaan yang jelas khusus dalam pembibitan sapi, 

dimana pelaku usaha dapat bermuara dan melanjutkan usaha yang sifatnya 

3K atau kontinuitas, kualitas dan kuantitas. 
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